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Abstrak: 

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kecamatan Pantai 

Labu melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Permasalahan pengungsi 

merupakan isu multidimensi yang menuntut penanganan komprehensif 

berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi 

manusia dalam tata negara Islam. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara, observasi 

partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Perpres tersebut menghadapi kendala, seperti lemahnya 

koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya 

pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pengungsi. Dari sudut pandang 

Siyasah Dusturiyah, penanganan pengungsi di wilayah ini belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi Islam yang menekankan 

perlindungan hak dasar, pemenuhan kebutuhan hidup, serta integrasi sosial 

yang adil dan humanis. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat 

antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pengungsi 

tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan keadilan Islam. 

Kata Kunci: Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pengungsi, Siyasah 

Dusturiyah, Kecamatan Pantai Labu. 

 

Pendahuluan  

Fenomena pengungsi internasional telah menjadi isu krusial yang terus 

mengemuka di kancah global. Konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, 

bencana alam, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah negara 

telah memicu gelombang besar migrasi paksa. Data dari UNHCR menunjukkan 

bahwa pada tahun 2024, lebih dari 100 juta orang terpaksa mengungsi di seluruh 

dunia, baik sebagai pengungsi antarnegara (refugees) maupun pengungsi internal 

(Internally Displaced Persons/IDPs). Indonesia meskipun bukan negara pihak 
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Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, memegang peran penting 

sebagai negara transit bagi para pencari suaka yang berupaya mencapai negara 

ketiga. (Siti Wahyuni, 2022b) Posisi geografis Indonesia yang strategis dan kebijakan 

imigrasi yang relatif terbuka menjadi faktor utama yang menjadikan Indonesia 

sebagai salah satu tujuan persinggahan. 

Salah satu kasus nyata yang menyoroti dinamika pengungsi internasional di 

Indonesia adalah kedatangan gelombang pengungsi etnis Rohingya. Mereka 

melarikan diri dari Myanmar akibat krisis kemanusiaan yang akut dan 

berkepanjangan. Etnis Rohingya telah menghadapi diskriminasi dan kekerasan 

sistematis sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948.(Amnesty International, 

2018) Puncak kekerasan terjadi ketika junta militer melancarkan serangan brutal 

terhadap komunitas Rohingya dengan dalih keamanan negara, padahal tindakan 

tersebut jelas merupakan pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia 

yang serius.Kondisi ini mendorong ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan tanah 

kelahiran mereka, mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih layak. Mereka 

menyebar ke berbagai negara tetangga di Asia Tenggara termasuk Indonesia, 

Malaysia, dan Bangladesh. 

Sebagai pencari suaka, pengungsi Rohingya secara politik internasional 

dilindungi oleh prinsip Non-Refoulement. Prinsip ini melarang suatu negara 

mengembalikan atau mengirim pengungsi atau pencari suaka ke wilayah di mana 

kehidupan dan keselamatan mereka terancam, kecuali jika keberadaan mereka 

menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban dan keamanan negara 

bersangkutan. Konsep ini juga diperkuat oleh Majelis Umum PBB dalam Deklarasi 

tentang Suaka Teritorial 1967 (1967 Declaration on Territorial Asylum) yang disetujui 

secara aklamasi, sehingga secara tidak langsung mewajibkan Indonesia untuk 

mematuhi deklarasi ini. 

Kendati demikian, kedatangan pengungsi ini juga menghadirkan tantangan 

signifikan bagi negara tujuan, termasuk Indonesia. Misalnya kedatangan pengungsi 

etnis Rohingya sejak Oktober 2024 di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli 

Serdang Sumatera Utara. Pemerintah Indonesia menginstruksikan agar setiap 

pengungsi diberikan tempat tinggal sementara yang selaras dengan Pasal 24 yang 

mengatur rumah detensi imigrasi, yang mewajibkan penempatan pengungsi ke 

tempat penampungan sementara dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah 

setempat. Sesuai amanat Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, 

pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan 

kepolisian setempat bertanggung jawab melakukan penjagaan dan pengamanan etnis 

Rohingya di tempat pengungsian. Di Kecamatan Pantai Labu, pengungsi 

ditempatkan di aula kantor camat yang difasilitasi dengan kamar air bersih, kamar 

mandi, dan musholla, serta masih dalam satu kawasan dengan kantor kecamatan 

untuk mempermudah pengawasan. 

Namun dalam pelaksanaannya, penulis menemukan kejanggalan dalam 

penjagaan dan pengawasan kelompok etnis Rohingya di lokasi pengungsian. 

Observasi pada tanggal 20 Mei 2025 menunjukkan bahwa dari 152 etnis Rohingya 

yang tiba hanya sekitar 35 orang yang masih berada di tempat penampungan. Sisa 

pengungsi telah melarikan diri sebagaimana dikonfirmasi oleh penjaga di tempat 

penampungan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat 

setempat yang awalnya masyarakat menerima kehadiran pengungsi dengan baik, 

namun pelarian pengungsi tanpa identitas dan dokumen resmi memunculkan rasa 
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tidak aman. 

Fenomena ini mendorong penulis untuk mengkaji implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 

khususnya fokus pada penerapan Pasal 32 BAB IV tentang pengamanan dalam 

menangani pengungsi etnis Rohingya di Kecamatan Pantai Labu. Pasal 32 

mengamanatkan bahwa pengamanan di tempat penampungan dilaksanakan oleh 

pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Aturan ini seharusnya menjamin ketertiban dan 

stabilitas keamanan di area penampungan dan lingkungan sekitar. Idealnya, kerja 

sama antara pemerintah daerah dan kepolisian akan menciptakan sinergi yang kuat 

dalam mengawasi dan mengamankan aktivitas pengungsi serta warga setempat. 

Namun, kenyataan di lapangan dengan banyaknya pengungsi yang melarikan diri 

menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dan indikasi bahwa protokol 

pengamanan yang diamanatkan Perpres tersebut belum dijalankan secara optimal. 

Lebih lanjut Pasal 32 secara eksplisit menyatakan bahwa pengamanan bertujuan 

untuk: a) menjaga agar pengungsi tetap berada di tempat penampungan; b) 

menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan; dan c) 

membuat serta menyosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan 

bagi pengungsi. Hal ini didukung oleh Pasal 25 huruf a yang mengatur penyerahan 

pengungsi dari Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam pelaksanaan amanat 

Presiden kepada kepala daerah terkait kewenangan pengawasan pengungsi di 

wilayah masing-masing. Ketidaktertiban ini berpotensi menimbulkan ketegangan 

antara kebutuhan untuk melindungi hak asasi pengungsi dan hak konstitusional 

warga negara atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. 

Meskipun memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi adalah hal yang  

penting, akan tetapi melindungi dan menjamin rasa aman bagi rakyat sendiri 

merupakan prioritas utama seorang pemimpin. 

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif Siyasah 

Dusturiyah. Dalam kajian Siyasah Dusturiyah terdapat unsur-unsur penting seperti 

bentuk pemerintahan, sendi-sendi berdirinya pemerintahan, penghargaan terhadap 

hak-hak pribadi, dan sumber kekuasaan.(Wahbah az-Zuhaili, 2005)Konstitusi 

menjamin berbagai hak pribadi dan persamaan di mata hukum, yang berakar pada 

hak kebebasan perorangan dan prinsip Musawah (sama di depan hukum).(Abdul 

Karim Zaidan, 2001) Inti permasalahan dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan 

antara pimpinan dengan rakyatnya, serta antarlembaga pemerintahan, demi 

terwujudnya kemaslahatan umat melalui peraturan. Siyasah Dusturiyah mencakup 

bidang kehidupan dan politik yang luas, yang tidak lepas dari dalil-dalil kully (seperti 

ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits) serta maqasid syari'ah dan semangat ajaran Islam 

dalam mengatur masyarakat.(Muhammad Salim Al-‘Awwa, 2002) Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini dari perspektif hukum tata negara dan 

fiqh siyasah. Keterkaitan antara konsep Siyasah Dusturiyah dengan Pasal 32 

Peraturan Presiden ini adalah bahwa penjagaan yang diinstruksikan oleh Perpres 

harus mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban demi kemaslahatan 

masyarakat sekitar. 

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah Negara memiliki kewenangan untuk 

membuat kebijakan publik (al-siyasah al-‘ammah) yang bertujuan menjaga 
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kemaslahatan umum, termasuk dalam penanganan pengungsi. Penempatan aparat 

keamanan di tempat penampungan pengungsi sebagaimana diatur dalam Perpres 125 

Tahun 2016 mencerminkan peran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus 

memastikan pengungsi diperlakukan secara manusiawi sesuai prinsip keadilan dan 

kemaslahatan. Prinsip maslahah menjadi landasan penting, negara tidak hanya wajib 

menjamin keamanan warganya, tetapi juga memastikan pengungsi tidak menjadi 

korban diskriminasi atau ancaman bagi stabilitas sosial. Konsep Siyasah Dusturiyah 

memandang bahwa aturan pemerintah sah selama tidak bertentangan dengan 

prinsip keadilan dan maslahat publik. Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam 

mengatur pengawasan dan penjagaan pengungsi harus dilandasi niat menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Dalam konsep kepemimpinan, seorang Presiden (khalifah) memiliki hak 

penuh untuk menetapkan dan menginstruksikan kebijakan kepada para kepala 

daerahnya (imamah), yang diangkat oleh khalifah dan merupakan atasannya. Oleh 

karena itu, imamah wajib melaksanakan seluruh instruksi atau arahan dari khalifah 

dengan sigap dan tepat, termasuk dalam melindungi rakyatnya. Sebagaimana 

dikatakan oleh Imam Al-Mawardi: "Dan (kewajiban pemimpin adalah) 

mempertahankan kehormatan (rakyat) agar masyarakat dapat menjalani kehidupan 

sehari-hari dan bepergian dengan aman, tanpa khawatir akan ancaman terhadap jiwa 

atau harta benda.(Mawardi, 1989) Hal ini menunjukkan bahwa seorang kepala 

daerah adalah pelayan rakyat yang memikul beban tanggung jawab besar untuk 

menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakatnya.(Yusuf al-Qaradawi, 

1997) Namun, Penulis juga menyoroti potensi kelalaian petugas yang diamanatkan 

Pasal 32 dalam penjagaan pengungsi. Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al-‘Utsaimin 

menyatakan: "Setiap orang yang diberi amanah ketika berkata telah mengembalikan 

apa yang diamanahkan, maka perkataan itu diterima selama bukan dalam perkara di 

mana ada manfaat yang dia peroleh".(Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, 2006) 

Sya’ir ini menegaskan bahwa aparat yang memegang amanah dipercaya ucapannya, 

kecuali jika terindikasi kelalaian. Fakta di lapangan, dengan banyaknya pengungsi 

Rohingya yang melarikan diri menunjukkan kelemahan pengawasan yang 

mengindikasikan kelalaian atau lemahnya sistem pengamanan. 

Adapun permasalahan fundamental terkait penanganan pengungsi adalah 

status Indonesia yang hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 

1967 tentang Pengungsi. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban dan 

kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap imigran atau 

pengungsi yang masuk.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu perpaduan antara 

pendekatan hukum normatif dengan realitas sosial di lapangan. Lokasi penelitian 

berada di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Data primer diperoleh 

melalui wawancara dengan aparat pemerintah, warga, dan lembaga terkait, 

menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder dikumpulkan melalui studi 

pustaka dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pendekatan perundang-undangan juga 

digunakan untuk mengkaji implementasi Perpres 125 Tahun 2016 secara hukum dan 

praksis. 
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             Isi dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian di Kecamatan 

Pantai Labu, diperoleh data mengenai jumlah pengungsi Rohingya yang datang selama 

tahun 2024 hingga 2025. Data ini dihimpun dari berbagai narasumber yang terlibat 

langsung dalam proses penanganan pengungsi, termasuk aparat setempat dan pihak 

terkait lainnya. Informasi yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk diagram 

untuk memperjelas perkembangan jumlah pengungsi Rohingya selama dua tahun 

terakhir di wilayah tersebut. Penyajian visual ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang lebih konkret mengenai situasi pengungsi berdasarkan data lapangan.  

 

Gambar 1. 

 

 

Sumber : Data Primer,hasil wawancara dengan aparat setempat dan pihak 

terkait lainnya. 

 

Gambar 1 menyajikan data jumlah pengungsi Rohingya di Kecamatan Pantai 

Labu berdasarkan hasil wawancara selama tahun 2024–2025. Terlihat adanya 

penurunan jumlah pengungsi dari tahun 2024 ke 2025 di semua kategori, yakni laki-

laki, perempuan, dan anak-anak. Kategori laki-laki mencatat jumlah tertinggi di antara 

kategori lainnya.  

 

A. Gambaran Umum Penanganan Pengungsi di Kecamatan Pantai Labu 

Kecamatan Pantai Labu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Deli 

Serdang Sumatera Utara yang menjadi titik transit bagi para pengungsi luar negeri 

terutama dari etnis Rohingya. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur 

pemerintah setempat dan lembaga sosial yang mendampingi pengungsi, diketahui 

bahwa keberadaan para pengungsi di wilayah ini menimbulkan dinamika sosial dan 

administratif yang cukup kompleks.(Wawancara Dengan Aparatur Pemerintah 

Kecamatan Pantai Labu, n.d.) 

Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 

1967 tentang Status Pengungsi, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya 

terhadap isu kemanusiaan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

xxxE:/Doc/Downloads/Consumption/Akermi,%20N.,%20Ben%20Yedder,%20N.,%20&%20Bakari,%20S.%20(2023).%20Impact%20of%20final%20consumption,%20domestic%20investment,%20exports,%20and%20imports%20on%20economic%20growth%20in%20Albania..pdf


                                                                         
                                                        Azmi Rifaldy Hasibuan, Ramadhan Syahmedi Siregar. (2025). https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.48195 

  Page 3993 of 4002 

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.(UNHCR Indonesia, 2023) Dalam 

konteks ini, Pemerintah Daerah Kecamatan Pantai Labu berupaya menjalankan tugas 

dan fungsi sesuai batas kewenangan yang telah diatur, meskipun sering kali dihadapkan 

pada sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar 

instansi, serta tekanan sosial dari masyarakat lokal.(Perpres No 125 Tah, n.d.) 

Pelaksanaan penanganan pengungsi di Kecamatan Pantai Labu menunjukkan 

dinamika yang kompleks, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam hal peran 

pemerintah daerah serta respons masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pemerintah kecamatan, diketahui bahwa belum terdapat fasilitas tetap yang 

secara khusus disiapkan untuk menampung pengungsi internasional. Penanganan yang 

dilakukan bersifat darurat dan temporer ketika pengungsi datang secara tiba-tiba, 

seperti dengan mendirikan tenda sementara di area pesisir atau memanfaatkan 

bangunan kosong milik pemerintah daerah.(Data Lapangan Dan Observasi Fasilitas 

Pengungsi, Kecamatan Pantai Labu, 2025) 

Dalam hal koordinasi, pemerintah Kecamatan Pantai Labu menjalin kerja sama 

dengan aparat TNI, Polri, serta Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk merespons 

kehadiran pengungsi. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan 

anggaran yang tersedia membuat implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 belum 

berjalan maksimal di lapangan. (Bappenas, 2022) Kondisi ini mengakibatkan 

penanganan pengungsi lebih sering bersifat insidental dan belum terintegrasi secara 

sistematis antar instansi yang terkait.(UNHCR Indonesia, 2023) 

Para pengungsi yang datang melalui jalur laut umumnya tidak memiliki dokumen 

resmi. Akibatnya, proses pendataan dan identifikasi menjadi lambat. Dalam banyak 

kasus aparat desa menjadi pihak pertama yang menemukan dan melaporkan keberadaan 

pengungsi kepada pemerintah kecamatan.(Laporan Pemerintah Kecamatan Pantai Labu, 

n.d.) Prosedur seperti ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional yang 

ditetapkan dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 terutama dalam aspek perlindungan 

awal, akses terhadap layanan kesehatan, dan hak dasar lainnya. 

Dari sisi respons masyarakat, tampak adanya dualitas sikap. Sebagian warga 

menunjukkan solidaritas dan empati terhadap penderitaan para pengungsi, namun tidak 

sedikit pula yang merasa khawatir terhadap potensi dampak sosial, ekonomi, dan 

keamanan. (Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Setempat, n.d.)Ketegangan sosial 

bahkan sempat muncul, terutama ketika pengungsi menggunakan fasilitas umum tanpa 

izin, seperti tempat ibadah atau gedung sekolah yang kosong.(Media lokal Deli Serdang, 

n.d.) 

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada 

bantuan dari Lembaga- lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, baik dalam 

bentuk penyediaan logistik, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan hukum. 

Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga internasional tersebut masih belum 

berjalan secara optimal, yang tercermin dari lambatnya respons saat terjadi kedatangan 

pengungsi dalam jumlah besar secara mendadak. 

Secara keseluruhan, penanganan pengungsi di Kecamatan Pantai Labu belum 

sepenuhnya berjalan sesuai dengan kerangka hukum nasional sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Keterbatasan struktur kelembagaan, 

kurangnya pelatihan bagi aparat lokal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam 

sistem penanganan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan mekanisme 

penanganan pengungsi yang terpadu, efektif, dan menjunjung tinggi prinsip 
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kemanusiaan. 

 

B. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 di Tingkat Lokal 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di 

Kecamatan Pantai Labu melibatkan beberapa elemen utama, yaitu pemerintah daerah, 

lembaga  internasional, serta masyarakat lokal.(Nurhayati, S., & Rahman, 2020) 

Pertama, Pemerintah Daerah di Kecamatan Pantai Labu tidak memiliki anggaran 

khusus yang dialokasikan secara khusus untuk pengungsi luar negeri. Oleh karena itu, 

peran mereka cenderung terbatas pada aspek keamanan, layanan kesehatan dasar, dan 

melakukan koordinasi dengan aparat pusat serta lembaga internasional seperti UNHCR 

dan IOM. 

Kedua, Lembaga Internasional seperti UNHCR dan IOM menjadi pihak utama 

yang mengelola identitas pengungsi serta menjamin hak-hak dasar mereka, termasuk 

penyediaan akomodasi dan kebutuhan pangan. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat 

membantu pemerintah lokal, mengingat keterbatasan kewenangan dan sumber daya 

yang dimiliki oleh aparat daerah setempat. 

Ketiga, Masyarakat Lokal menunjukkan sikap yang beragam terhadap 

keberadaan pengungsi. Sebagian masyarakat menerima kedatangan pengungsi sebagai 

bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun, tidak sedikit pula yang merasa terbebani 

karena adanya potensi konflik sosial, beban ekonomi, serta kekhawatiran terhadap aspek 

keamanan lingkungan. 

Meski Perpres 125 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum yang jelas 

terkait peran pemerintah pusat hingga daerah dalam penanganan pengungsi, 

implementasi di tingkat lokal khususnya di Kecamatan Pantai Labu masih menghadapi 

berbagai hambatan struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya 

perangkat teknis atau unit khusus di tingkat kecamatan maupun desa yang menangani 

isu pengungsi secara permanen. 

Padahal, Perpres 125 Tahun 2016 menegaskan bahwa penanganan pengungsi 

harus melibatkan unsur pemerintahan daerah serta kementerian atau lembaga terkait 

melalui pembentukan Tim Penanganan Pengungsi. Namun demikian, di Kecamatan 

Pantai Labu, pembentukan tim ini belum pernah dilakukan secara formal. Penanganan 

pengungsi selama ini hanya dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas di kantor camat 

ketika terjadi situasi darurat.(Perpres No 125 Tah, n.d.) 

Dari sisi pendanaan, pemerintah daerah belum menyediakan alokasi anggaran 

khusus dari APBD Kabupaten Deli Serdang untuk penanganan pengungsi di tingkat 

kecamatan. Akibatnya, pemerintah lokal sangat bergantung pada bantuan dari Lembaga 

yang menangani masalah pengungsi internasional seperti IOM dan UNHCR dalam 

penyediaan logistik, layanan kesehatan, serta pemindahan pengungsi ke tempat transit 

yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perpres 125/2016 di 

tingkat lokal masih sangat terbatas secara fiskal. 

Meskipun belum ada kebijakan formal yang terstruktur, beberapa praktik lokal 

menunjukkan adanya bentuk adaptasi terhadap semangat Perpres ini. Sebagai contoh, 

aparatur desa mengupayakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani pengungsi, 

misalnya dengan memberikan akses makanan dan tempat berteduh, walaupun hanya 

bersifat sementara.(Siti Wahyuni, 2022a) Namun demikian, langkah-langkah ini lebih 

merupakan inisiatif moral daripada implementasi sistematis kebijakan nasional. 
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Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan kebijakan publik seperti Perpres 

Nomor 125 Tahun 2016 seharusnya berlandaskan pada prinsip kemaslahatan 

(maslahah) dan keadilan (‘adalah). Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan 

ketimpangan yang cukup nyata antara norma hukum dengan kapasitas kelembagaan 

lokal. Hal ini menandakan perlunya desentralisasi kebijakan yang disertai dengan 

penguatan kapasitas pemerintah daerah, agar nilai-nilai dasar syariat dan hukum 

nasional dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan. 

 

C. Kendala Implementasi di Lapangan 

Salah satu kendala utama dalam implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 di 

Kecamatan Pantai Labu adalah minimnya pemahaman aparat pemerintahan desa dan 

kecamatan terhadap substansi peraturan tersebut. Hasil wawancara dengan beberapa 

kepala dusun menunjukkan bahwa mereka bahkan belum pernah menerima sosialisasi 

resmi mengenai kewenangan dan prosedur penanganan pengungsi asing sebagaimana 

diatur dalam Perpres tersebut.(Nurhayati, S., & Rahman, 2020) 

Selain itu, ketiadaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang 

penanganan pengungsi menjadi hambatan serius. Aparat lokal umumnya tidak memiliki 

latar belakang pelatihan atau pengalaman terkait isu migrasi internasional dan 

perlindungan pengungsi. Akibatnya, penanganan yang dilakukan di lapangan seringkali 

didasarkan pada intuisi dan praktek ad-hoc, bukan pada prosedur hukum yang baku 

maupun standar hak asasi manusia internasional. 

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi kendala signifikan dalam 

proses penanganan. Di Kecamatan Pantai Labu tidak terdapat shelter khusus, posko 

darurat, maupun gudang logistik yang disiapkan secara permanen untuk menghadapi 

kedatangan pengungsi secara mendadak. Ketika pengungsi tiba, pemerintah setempat 

terpaksa menggunakan balai desa atau lahan kosong sebagai tempat penampungan 

sementara, yang tentu saja belum memenuhi standar kemanusiaan yang ideal. 

Koordinasi antar instansi dalam menangani pengungsi juga belum berjalan 

secara optimal. Dalam setiap kasus kedatangan pengungsi pemerintah kecamatan harus 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, aparat TNI/Polri, dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun demikian, belum ada prosedur 

operasional standar (SOP) yang mengatur jalur komunikasi serta pembagian 

kewenangan secara terstruktur di tingkat lokal, sehingga proses koordinasi kerap 

berjalan secara tidak terorganisir. 

 

Masalah pendanaan juga menjadi hambatan besar. Tidak adanya alokasi 

anggaran khusus dalam APBD Kabupaten Deli Serdang untuk penanganan pengungsi 

membuat pemerintah daerah harus bergantung sepenuhnya pada bantuan lembaga non-

pemerintah, seperti UNHCR, IOM, dan berbagai organisasi sosial masyarakat. 

Ketergantungan ini menyebabkan respons pemerintah daerah menjadi lambat dan 

kurang mandiri dalam menghadapi dinamika kedatangan pengungsi. 

Selain itu, resistensi dari sebagian masyarakat lokal terhadap keberadaan 

pengungsi menambah kompleksitas permasalahan sosial. Kekhawatiran masyarakat 

terkait dampak keamanan, kesehatan, serta perubahan sosial-budaya mempengaruhi 

efektivitas pemerintah lokal dalam menyediakan bantuan kemanusiaan. Dukungan 

komunitas lokal sebenarnya sangat penting sebagai faktor penunjang keberhasilan 

implementasi kebijakan di lapangan. 
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Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut mencerminkan ketidaksiapan 

sistem lokal dalam merespons kebijakan nasional yang berkaitan dengan isu global 

seperti penanganan pengungsi. Ketiadaan regulasi teknis turunan di tingkat daerah serta 

lemahnya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama yang 

menyebabkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 belum dapat dioperasionalkan secara 

optimal di wilayah seperti Pantai Labu. 

Dari hasil penelitian empiris di Kecamatan Pantai Labu, ditemukan beberapa 

kendala implementatif yang lebih rinci, yaitu: 

1. Tidak Adanya Regulasi Teknis Turunan Perpres 125 Tahun 2016 bersifat umum dan 

tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang jelas di tingkat daerah, 

sehingga aparat lokal kesulitan menjalankan kebijakan secara sistematis. 

2. Keterbatasan Anggaran Daerah Pemerintah daerah tidak mengalokasikan dana 

khusus untuk penanganan pengungsi karena secara hukum, tanggung jawab 

pengungsi bukan berada di bawah kewenangan daerah. 

3. Koordinasi Lemah Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

lembaga internasional belum berjalan optimal, sehingga penanganan pengungsi 

seringkali tidak terintegrasi. 

4. Ketidakpastian Status Hukum Pengungsi Karena Indonesia belum meratifikasi 

Konvensi Pengungsi 1951, status hukum pengungsi menjadi tidak jelas. Pengungsi 

hanya “ditampung” tanpa adanya kepastian mengenai proses integrasi, repatriasi, 

maupun penempatan kembali (resettlement). 

 

D. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perpres 125/2016 

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), negara 

memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap manusia, termasuk para 

pengungsi. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip al-maslahah al-‘ammah 

(kemaslahatan umum) dan ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), yang menjadi salah satu 

pilar utama dalam syariat Islam. 

Konsep Perlindungan Manusia dalam Islam menegaskan bahwa Islam 

mewajibkan menjaga jiwa dan memberikan rasa aman kepada siapa saja yang 

membutuhkan perlindungan, tanpa memandang asal negara maupun agama, 

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 6. Prinsip kemanusiaan 

semacam ini menjadi wujud konkret dari siyasah, yakni tata kelola negara yang 

mengedepankan tanggung jawab moral dan kemaslahatan masyarakat luas. 

Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 125 Tahun 

2016 telah menunjukkan bentuk siyasah dusturiyah, yaitu sikap negara yang 

menampung pengungsi meskipun belum memiliki kewajiban hukum internasional yang 

mengikat. Ini mencerminkan tanggung jawab moral negara dalam menjalankan fungsi 

perlindungan terhadap manusia secara universal. 

Selanjutnya, dalam ranah kekuasaan negara, siyasah dusturiyah memandang 

bahwa penguasa (ulil amri) memiliki wewenang mengatur masuknya warga asing demi 

kemaslahatan rakyat dan stabilitas negara. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan waktu 

penampungan dan penggunaan fasilitas sementara masih dapat dibenarkan, asalkan 

dijalankan dengan menjamin prinsip keadilan dan keamanan bagi semua pihak. 

Dari sudut pandang fikih siyasah, Perpres 125/2016 merupakan bagian dari 

pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin keadilan (‘adl) dan kemaslahatan 

(maslahah), tidak hanya untuk warga negaranya, tetapi juga untuk siapapun yang 
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membutuhkan perlindungan, termasuk pengungsi. Prinsip ḥimāyah al-mustadh’afin 

(perlindungan terhadap kelompok lemah) memperkuat kewajiban negara untuk 

memberikan rasa aman dan tempat berlindung bagi mereka yang melarikan diri dari 

konflik, kekerasan, atau penindasan. 

Dengan demikian, secara normatif, substansi Perpres 125/2016 sudah selaras 

dengan nilai-nilai Islam, karena menyediakan landasan hukum serta mekanisme untuk 

menyelamatkan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga martabat manusia (ḥifẓ al-‘ird). 

Namun demikian, realitas empiris di Kecamatan Pantai Labu menunjukkan 

adanya kesenjangan yang nyata antara norma dalam Perpres dan pelaksanaannya di 

lapangan. Dalam perspektif siyasah, pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada 

prinsip al-qudrah ‘ala al-tanfidz (kemampuan mengeksekusi kebijakan). Ketidaksiapan 

aparat desa dan kecamatan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi ini 

menjadi bukti bahwa wilayah eksekusi (al-tanfidz) masih belum berjalan dengan 

optimal.(Mawardi, 1989) 

Selain itu, tidak adanya lembaga lokal yang dibentuk secara khusus untuk 

menangani pengungsi sebagaimana diamanatkan Perpres bertentangan dengan prinsip 

tansiq baina al-sulthan (koordinasi kekuasaan) dalam sistem pemerintahan Islam. 

Berdasarkan tinjauan lapangan, koordinasi antarinstansi hanya terjadi secara darurat 

dan sporadis, bukan melalui mekanisme kelembagaan yang mapan dan 

berkelanjutan.(Asy-Syatibi, 2008) 

Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya mas’uliyyah (akuntabilitas) 

pemimpin dalam menjalankan kebijakan publik. Dalam konteks ini, ketiadaan anggaran 

daerah serta kurangnya kemandirian pemerintah kecamatan dalam menangani 

pengungsi menggambarkan lemahnya tanggung jawab struktural negara terhadap 

amanat konstitusi dan nilai moral kemanusiaan. Hal ini menjadi salah satu kritik tajam 

dalam kerangka siyasah terhadap pelaksanaan Perpres tersebut.(Wahbah az-Zuhaili, 

2005) 

Lebih jauh, dari aspek al-‘adalah al-ijtimā’iyyah (keadilan sosial), keterlibatan 

masyarakat lokal dalam proses penanganan pengungsi juga belum diberdayakan secara 

partisipatif. Dalam konsep siyasah Islam, partisipasi umat (syura al-ummah) adalah 

bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang adil. Namun, masyarakat Pantai Labu 

justru menunjukkan resistensi yang berakar dari kurangnya komunikasi dan pembinaan 

sosial yang dilakukan oleh pemerintah.(Harun Nasution, 1985) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Perpres Nomor 125 

Tahun 2016 secara substansial mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam 

perlindungan kemanusiaan, implementasinya di tingkat lokal belum sepenuhnya 

mencerminkan nilai-nilai ideal dalam siyasah dusturiyah, terutama dalam hal aspek 

tanfidz (eksekusi kebijakan), tansiq (koordinasi kekuasaan), dan mas’uliyyah 

(akuntabilitas).(Hasbullah, 2017) 

 

E. Analisis Kritis dan Solusi 

1. Kesenjangan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar 

Negeri dengan realitas implementasinya di Kecamatan Pantai Labu. Secara normatif, 

Perpres 125/2016 mengamanatkan koordinasi lintas sektoral yang kuat, penyediaan 

fasilitas dasar yang memadai, dan jaminan hak-hak pengungsi. Namun, dalam 
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praktiknya, temuan empiris memperlihatkan beberapa kelemahan fundamental:(Siti 

Wahyuni, 2022a) 

• Koordinasi yang Lemah: Observasi dan wawancara mengindikasikan bahwa 

koordinasi antarlembaga terkait (Pemerintah Daerah, Imigrasi, UNHCR, IOM, dan 

organisasi kemasyarakatan) masih bersifat ad-hoc dan belum terintegrasi secara 

sistematis. Pertemuan koordinasi tidak terjadwal secara rutin dan seringkali hanya 

responsif terhadap isu-isu mendesak, bukan antisipatif. Hal ini mengakibatkan 

tumpang tindih kewenangan dan kekosongan tanggung jawab dalam penanganan 

pengungsi. (Prasetyo, A. dan Zulfikar, 2021) 

• Keterbatasan Sumber Daya: Fasilitas penampungan yang ada di Kecamatan Pantai 

Labu, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang difungsikan sebagai lokasi sementara, 

memiliki keterbatasan yang serius. Kapasitas yang tidak memadai, sanitasi yang 

kurang layak, dan akses terbatas terhadap air bersih menjadi masalah krusial. Selain 

itu, ketersediaan tenaga ahli (penerjemah, pekerja sosial, psikolog) yang memahami 

konteks budaya dan kebutuhan spesifik pengungsi juga sangat minim. 

• Masalah Integrasi Sosial: Meskipun Perpres tidak secara eksplisit membahas 

integrasi sosial jangka panjang, realitas di lapangan menunjukkan potensi konflik 

dan friksi antara pengungsi dan masyarakat lokal. Kurangnya program sosialisasi, 

minimnya dialog, dan perbedaan budaya seringkali menimbulkan kesalahpahaman 

dan resistensi dari komunitas setempat. Hal ini diperparah dengan status pengungsi 

yang tidak jelas dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka, yang memicu 

kecurigaan dan stigmatisasi.(Yani, A. & Rahman, 2021) 

• Peran Siyasah Dusturiyah yang Belum Optimal: Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, 

prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam 

penanganan pengungsi belum terwujud secara optimal. Kebijakan yang ada 

cenderung bersifat reaktif dan kurang progresif dalam menjamin martabat dan 

kesejahteraan pengungsi. Interpretasi terhadap Perpres 125/2016 dalam konteks 

lokal masih kurang menonjolkan aspek 'adl (keadilan) dan ra'yah (pemeliharaan) 

terhadap kelompok rentan ini.(Hasan, 2019) 

2. Solusi Strategis Berbasis Siyasah Dusturiyah 

Berdasarkan analisis kritis terhadap kesenjangan implementasi, berikut adalah 

beberapa solusi strategis yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perspektif Siyasah 

Dusturiyah:(Ma’arif, 2020) 

• Penguatan Kerangka Koordinasi dan Kelembagaan: 

a. Membentuk Gugus Tugas Penanganan Pengungsi tingkat Kabupaten/Kota yang 

beranggotakan perwakilan dari seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah 

Daerah, Imigrasi, TNI/Polri, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, 

UNHCR, IOM, serta tokoh masyarakat dan agama). Gugus tugas ini harus 

memiliki mandat yang jelas, jadwal pertemuan rutin, dan mekanisme pengambilan 

keputusan yang transparan.(Lubis, R. & Safitri, 2022) 

b. Mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) yang komprehensif dan 

terintegrasi untuk penanganan pengungsi, mencakup tahapan identifikasi, 

penampungan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga potensi solusi jangka 

panjang. SOP ini harus disosialisasikan secara luas kepada semua pihak 

terkait.(Sugiharto, 2021) 

• Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya: 
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a. Melakukan audit kebutuhan fasilitas dan sumber daya manusia secara menyeluruh 

di lokasi penampungan. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengalokasikan 

anggaran yang memadai untuk renovasi atau pembangunan fasilitas penampungan 

yang layak dan sesuai standar internasional.(Harahap, 2021) 

b. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas lapangan (termasuk 

aparat desa dan masyarakat lokal) mengenai hukum pengungsi internasional, etika 

penanganan pengungsi, dan keterampilan komunikasi antarbudaya. Pelibatan 

akademisi dan praktisi Siyasah Dusturiyah dapat memperkaya perspektif keadilan 

dan kemanusiaan dalam pelatihan ini.(M. Azhar, 2023) 

• Pengembangan Program Integrasi Sosial dan Pencegahan Konflik: 

a. Menginisiasi program dialog dan pertemuan reguler antara pengungsi dan 

masyarakat lokal, difasilitasi oleh pemerintah daerah dan tokoh 

agama/masyarakat. Program ini dapat mencakup kegiatan budaya bersama, 

lokakarya keterampilan, atau program pendidikan informal.(Munir, 2023) 

b. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan lokal yang mendorong toleransi dan 

penerimaan terhadap pengungsi, selaras dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah 

tentang persaudaraan (ukhuwah) dan tolong-menolong (ta'awun). 

c. Memberikan akses pengungsi kepada informasi yang akurat mengenai status 

hukum mereka, hak-hak mereka, dan prosedur penanganan. Hal ini dapat 

mengurangi ketidakpastian dan potensi gesekan. 

• Optimalisasi Peran Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan: 

a. Mendorong interpretasi dan aplikasi Perpres 125/2016 yang lebih berlandaskan 

pada prinsip Siyasah Dusturiyah, khususnya dalam aspek perlindungan hak asasi 

manusia, keadilan distributif, dan tanggung jawab negara terhadap kelompok 

rentan.(Huda, 2021) 

b. Melakukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan 

amandemen atau penyempurnaan Perpres 125/2016 agar lebih responsif terhadap 

dinamika pengungsi dan lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip kemaslahatan 

umat. 

c. Melibatkan ulama dan cendekiawan Muslim dalam perumusan kebijakan dan 

program penanganan pengungsi, mengingat kapasitas mereka dalam menjelaskan 

nilai-nilai Islam tentang kemanusiaan dan keadilan sosial 

 

 

F. Temuan Lapangan (Empiris) 

Melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah 

kecamatan, organisasi sosial kemanusiaan, serta pengungsi sendiri, ditemukan beberapa 

temuan utama sebagai berikut: 

1. Implementasi Perpres 125/2016 di tingkat kecamatan masih belum berjalan secara 

optimal. Meskipun aparat Kecamatan Pantai Labu menyatakan memahami tugas 

pokok dan fungsi mereka dalam penanganan pengungsi, namun pelaksanaannya 

terbentur pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Koordinasi 

antarinstansi seperti Dinas Sosial, Imigrasi, dan BNPB juga belum berjalan secara 

sistematis, menyebabkan keterlambatan dalam penanganan situasi darurat. 

2. Ditemukan bahwa pemerintah kecamatan cenderung bersikap pasif, menunggu 

arahan dari instansi di atasnya sebelum bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kewenangan lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk merespons isu 

kemanusiaan yang mendesak. 

3. Tidak adanya unit kerja teknis atau kelembagaan khusus di tingkat kecamatan 

maupun desa yang memiliki mandat permanen untuk menangani pengungsi dari 

luar negeri menjadi salah satu hambatan utama. Akibatnya, respons pemerintah 

lokal bersifat ad-hoc, tidak terstruktur, dan lebih bersifat darurat ketimbang 

strategis, bertentangan dengan semangat Perpres yang menekankan pendekatan 

lintas sektor dan terpadu. 

4. Pengungsi Rohingya tidak memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan dan 

pekerjaan, mengingat status mereka yang tidak diakui secara resmi sebagai pencari 

suaka oleh hukum Indonesia. Kondisi ini membuat mereka berada dalam situasi 

rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi, serta memperburuk kondisi 

psikososial mereka 

5. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal tidak banyak terlibat dalam penanganan 

pengungsi, karena menganggap isu ini sebagai “urusan pusat.” Hal ini 

mencerminkan kurangnya pengarusutamaan isu pengungsi dalam skala lokal serta 

lemahnya koordinasi lintas aktor non-pemerintah, dan  

6. Minimnya alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Deli Serdang menjadi bukti 

konkret bahwa kebijakan nasional ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam 

perencanaan daerah. Aparat kecamatan sangat bergantung pada bantuan eksternal, 

terutama dari UNHCR dan IOM, yang ketersediaannya tidak selalu cepat dan 

merata. 

 

Simpulan 

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri di Kecamatan Pantai Labu masih belum berjalan secara 

optimal. Penanganan pengungsi di tingkat lokal menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antarinstansi, belum adanya unit teknis 

khusus, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap regulasi. Meskipun secara 

normatif Perpres ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip Siyasah 

Dusturiyah, pelaksanaannya masih bersifat darurat, tidak terstruktur, dan sangat 

bergantung pada bantuan eksternal. Diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan 

aparatur, penyusunan SOP daerah, serta pendekatan partisipatif berbasis nilai keadilan 

dan kemaslahatan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan 

berkeadilan. 

 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah Kecamatan 

Pantai Labu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam 

menangani pengungsi dari luar negeri agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya peningkatan 

pemahaman bagi aparatur pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab mereka 

dalam proses penanganan pengungsi, guna menghindari tumpang tindih kewenangan. 

Keterlibatan masyarakat dan lembaga sosial juga penting untuk mendukung 

terciptanya lingkungan yang harmonis dan humanis bagi para pengungsi. Penanganan 

yang dilakukan hendaknya mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan 

musyawarah sebagaimana nilai-nilai dalam Siyasah Dusturiyah. Pemerintah pusat juga 
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diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan 

ini, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik transit pengungsi, agar tujuan dari 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dapat tercapai secara menyeluruh.  
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